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ABSTRAK
Muhammad Bintara Jaya. 2025. Kesadaran Hukum Juru Sembelih
Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Rumah Potong Ayam
Kabupaten Pemalang.
Dosen Pembimbing Kholil Said M.H.I.

Dalam Islam, menyembelih hewan ternak sebelum dikonsumsi
sangatlah penting. Umat Islam dilarang memakan daging hewan yang
belum disembelih atas nama Allah. Mengingat pentingnya makanan
halal bagi umat Islam, maka penting untuk memperhatikan dengan baik
makanan hewani yang hendak dikonsumsi. Terlebih pada saat
menyembelih dan pengolahan. Beberapa masyarakat Kabupaten
Pemalang mempunyai usaha Rumah Potong Ayam (RPA) yang tersebar
secara merata. Akan tetapi Sebagian juru sembelih pengusaha rumah
pemotongan ayam yang berada di Kabupaten Pemalang belum
mempunyai bersertifikasi halal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
tingkat kesadaran hukum para juru sembelih hewan di Rumah Potong
Ayam (RPA) terhadap kewajiban sertifikasi halal dan untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang mendasari kesadaran hukum juru sembelih
hewan di Rumah Potong Ayam (RPA) Kabupaten Pemalang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif tujuannya agar
menghasilkan data deskriptif, dengan pernyataan lisan maupun tertulis.
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data
primer data sumber data sekunder. Ada tiga metode untuk menggali
informasi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi Tujuannya
agar data yang terkumpul sesuai dengan senyata-nyatanya. Metode
dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa juru sembelih di rumah
potong ayam Kabupaten Pemalang sudah cukup mematuhi Undang-
Undang Jaminan Produk Halal. Peneliti mendapat 14 sampling
informan di masing-masing kecamatan yang berbeda dan hasilnya
seperti yang diharapkan, 10 dari 14 informan sudah mempunyai
sertifikasi halal. Tetapi 10 informan hampir semuanya tidak tahu apa itu
Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Poroduk Halal.
Kemudian faktor yang mendasari 10 informan yang sudah mempunyai
sertifikasi halal adalah ada andilnya pemerintah dalam menghimbau
supaya mengikuti forum yang telah disediakan untuk mendapat
sertifikat halal. Adapun 4 informan yang belum mempunyai sertifikasi
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halal karena kebanyakan mereka berpendapat bahwa rumah potong
ayam mereka belum terlalu besar jadi tidak memiliki sertifikasi halal
juga tidak masalah. Mereka menyatakan proses penyembelihan sesuai
syarat agar hasil sembelihanya halal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Juru Sembelih, Sertifikasi Halal,
Rumah potong ayam
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ABSTRACT
Muhammad Bintara Jaya. 2025. Legal Awareness of Butchers
towards the Obligation of Halal Certification at Chicken
Slaughterhouses in Pemalang Regency.
Supervisor Kholil Said M.H.I.

In Islam, slaughtering livestock before consumption is very
important. Muslims are prohibited from eating the flesh of animals that
have not been slaughtered in the name of Allah. Considering the
importance of halal food for Muslims, it is important to pay close
attention to the animal food you want to consume. Especially during
slaughter and processing. Several residents of Pemalang Regency have
Chicken Slaughterhouse (CS) businesses that are evenly distributed.
However, some slaughterhouse entrepreneurs in Pemalang Regency do
not yet have halal certification. The aim of this research is to determine
the level of legal awareness of animal slaughterers at Chicken
Slaughterhouses (CS) regarding halal certification obligations and to
find out what factors underlie the legal awareness of animal
slaughterers at Chicken Slaughterhouses (CS) Pemalang Regency.

The method used in this research is a type of empirical legal
research with a qualitative approach whose aim is to produce
descriptive data, with oral and written statements. This research uses
two types of data sources, namely primary data sources and secondary
data sources. There are three methods for gathering information,
namely observation, interviews and documentation. The aim is to
ensure that the data collected is as realistic as possible. The methods of
analysis are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
The goal is that the resulting analysis can be maximized.

The results of the research show that slaughterhouses at the
Pemalang Regency chicken slaughterhouse have sufficiently complied
with the Halal Product Guarantee Law. Researchers got 14 sampling
informants in each different sub-district and the results were as
expected, 10 out of 14 informants already had halal certification.
However, almost all of the 10 informants did not know what Law No.
33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees was. Then the
underlying factor for the 10 informants who already have halal
certification is the government's role in encouraging them to take part
in the forums that have been provided to obtain halal certificates. There
are 4 informants who do not have halal certification because most of
them think that their chicken slaughterhouse is not too big so not having
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halal certification is not a problem. They stated that the slaughtering
process complies with the requirements so that the results of the
purchase are only halal.

Keywords: Legal Awareness, Butchers, Halal Certification, Chicken
Slaughterhouse
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Produk diartikan sebagai komoditas atau jasa yang
digunakan, diterapkan, atau digunakan oleh masyarakat umum.
Ini termasuk makanan, minuman, kosmetika, obat-obat, biologi,
produk rekayasa genetika dan produk kimia. Istilah proses
produk halal atau disingkat PPH, mengacu pada serangkaian
prosedur yang digunakan untuk memastikan suatu produk halal.
Prosedur tersebut meliputi penanganan bahan, olahan,
penyimpanan, kemasan, pendistribusian, pemasaran, dan
penyajian produk.!

Makanan adalah kebutuhan primer bagi semua makhluk
hidup, terutama manusia, untuk menjalani kehidupan sehari-
hari. Makanan yang baik pasti akan berdampak baik, dan
sebaliknya makanan yang buruk akan berdambak yang buruk
pula. Oleh sebab itu, makanan yang dimakan manusia harus
makanan yang bagus pula untuk tubuh, serta halal untuk
dikonsumsi. Dalam Islam, menyembelih hewan ternak sebelum
dikonsumsi sangatlah penting. Selain temuan terkini mengenai
alasan kesehatan, dilarang memakan daging hewan yang belum
disembelih atas nama Allah. Mengingat pentingnya makanan
halal bagi umat Islam, maka penting untuk memperhatikan
dengan baik makanan hewani yang hendak dikonsumsi.
Terlebih pada saat menyembelih dan pengolahan. Atensi ini
dirasa penting lantaran meningkatnya kuantitas dan
kompleksitas makanan meskipun beberapa orang meyakini
makanan tersebut modern dan memerlukan kesehatan, namun
masih belum diketahui apakah makanan tersebut haram atau
halal karena praktik penyembelihan yang tidak tepat. Kecuali
ikan dan belalang, hewan apa pun yang dimaksudkan untuk

! Pemerintah Republik Indonesia, UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jamninan Produk
Halal, 2014.
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makanan manusia tidak dapat dianggap halal kecuali jika
disembelih menurut hukum islam.?

Allah membolehkan umatnya memakan makanan halal,
sebab selain menjadi kaidah ada pula tujuannya yaitu menjamin
keberkahan dan kesehatan makanan tersebut. Sebagaimana
firman Allah Surat Al- Baqarah ayat 168:

FED

Artinya:  “Wahai manusia, makanlah sebagian
(makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah
mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia
bagimu merupakan musuh yang nyata.” 3

Undang-Undang Pasal 18 Nomor 33 Tahun 2014
menyatakan bahwa Bahan dari hewan yang diharamkan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi
Bangkai, Darah, Babi dan apapun hewan disembelih tidak
sesuai dengan syariat. Bahan dari hewan yang diharamkan
selain sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri berdasarkan fatwa MUIL.*

Hal Ini menunjukkan bahwa hewan yang akan diedarkan
untuk diproses harus disembelih dengan cara yang sesuai
dengan aturan Islam. Pemerintah telah menetapkan Undang-
Undang mengenai hal ini untuk menjamin bahwa produk hewan
yang halal yaitu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam prosedurnya untuk memastikan penyembelihan
halal harus memerhatikan hewan yang hendak disembelih mesti
halal, artinya harus dalam kondisi hidup pada saat disembelih
dan dalam kondisi sehat hingga mencukupi syarat yang sudah
ditentukan syariat Islam. Juru sembelih harus sudah baligh dan

2 Abu sari Muhammad and Abdul Hadi, Hukum Makanan Dan Sembelihan

Dalam Islam (Trigenda, 1997).
3 Al Quran, 4! Bagarah.
% Pemerintah Republik Indonesia, UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jamninan Produk

Halal.



3

beragama Islam, paham akan tata cara penyembelihan secara
syariat, dan mempunyai keahlihan dalam penyembelihan. Dan
yang paling utama yaitu penyembelih harus mempunyai
sertifikat halal juru sembelih.

Meningkatnya permintaan terhadap daging, khususnya
ayam, dan kemudahan dalam membeli daging, banyak orang
yang mempertimbangkan untuk berkarir di rumah potong ayam.
Alasannya karena banyak restoran yang membutuhkan supply
ayam untuk menjaga pasokan ayam untuk operasionalnya.
Namun disamping banyaknya masyarakat yang sudah memulai
usaha penyembelihan ayam sebagian juru sembelihnya belum
memahami cara penyembelihan yang benar menurut UU JPH,
terkhusus di daerah kabupaten Pemalang. Untuk mereka,
terpenting adalah hewan tersebut selesai dipotong dan mati.

Kabupaten Pemalang adalah kabupaten yang terletak
dipantai utara pulau Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang
memiliki jumlah penduduk 1.262.013 jiwa.” Dengan jumlah
angka penduduk yang terbilang sangat banyak, banyak pula
masyarakat yang mempunyai usaha rumah potong ayam (RPA)
yang tersebar secara merata di setiap kecamatan bahkan di desa
sekalipun. Akan tetapi mayoritas pengusaha rumah pemotongan
ayam yang berada di Kabupaten Pemalang sebagian belum
mempunyai sertifikat jaminan produk kehalalan. Berdasarkan
hasil pra observasi yang penulis kunjungi di salah satu tempat
rumah potong ayam milik bu Siti ketika diwawancarai informan
belum mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang
mengatur peraturan pengolahan dan penyembelihan ayam.
Paparan diatas cukup jelas dan sehingga penulis tertarik karena
hal ini perlu dilakukan pengamatan lebih mendalam lagi
terhadap praktik pemotongan dan penyembelihan ayam yang
ada di Kabupaten pemalang ini.

> Pemerintah Kabupaten Pemalang, ‘Profil Kabupaten Pemalang’,
Pemalangkab.Go.Id, 2023 <https://pemalangkab.go.id/>.



Uraian diatas bisa disimpulkan bahwa fokus masalah yang akan
dijelaskan, yaitu “Kesadaran Hukum Juru Sembelih
Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Rumah Potong
Ayam Kabupaten Pemalang”
B. Rumusan Masalah
Bersumber pada latar belakang, kemudian rumusan
masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum juru sembelih terhadap
kewajiban sertifikasi halal di rumah potong ayam
Kabupaten Pemalang?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendasari kesadaran hukum
juru sembelith di Rumah Potong Ayam Kabupaten
Pemalang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum juru
sembelih di Rumah Potong Ayam terhadap kewajiban
sertifikasi halal di Kabupaten Pemalang.

b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang
mendasari kesadaran hukum juru sembelih di Rumah
Potong Ayam Kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Penelitian

Menurut paparan yang telah di jelaskan di atas

manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini

dapat berkontribusi pada penelitian lebih lanjut di
bidang yang sama. penelitian ini diharap mampu
meningkatkan kesadaran keilmuan masyarakat tentang
proses penyembelihan ayam untuk jual beli sesuai
dengan peraturan dan ketentuan agama atau
pemerintah yang berlaku. Selanjutnya, temuan
penelitian ini diharap mampu bermanfaat bagi para
pihak terkait dalam merumuskan aturan terkait
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sertifikasi halal, khususnya yang berkaitan dengan
rumah potong ayam.

b. Manfaat praktis

Manfaat  Secara praktis, penelitian ini
diasumsikan untuk menghadirkan alternatif solusi atas
persoalan yang muncul. Dan bahan masukan kepada
pemerintah supaya regulasi yang tersedia dapat
berjalan dengan baik seperti seharusnya.

D. Kajian Terdahulu

Kajian Pustaka ini intinya ialah supaya memperoleh
gambaran mengenai studi yang telah dijalankan disekitar
masalah yang diteliti. Penulis belum menemukan banyak
penelitian yang berkaitan Kesadaran Hukum Juru Sembelih
Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Rumah Potong Ayam
Kabupaten Pemalang hingga saat ini. Penelitian relevan atau
terdahulu yang berkaitan dengan judul atau topik penelitian ini
yaitu:

Penelitian pertama oleh Rosmianti tahun 2023, penelitian
ini berbentuk skripsi pada UIN Sultan Muhammad Idris
Samarinda. Dimana masalah disini dilatar belakangi oleh
kesadaran hukum dari pelaku-pelaku atau produsen usaha
Rumah Potong Ayam (RPA) mengenai keharusan tentang
sertifikasi halal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
pelaku-pelaku atau produsen usaha Rumah Potong Ayam (RPA)
yang terdapat di Bontang belum Memenuhi kriteria kesadaran
hukum karena minimnya pengtahuan tentang sertifikasi halal.®

Penelitian kedua oleh Lutfi Muttaqo tahun 2021. Dimana
masalah pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik
pengolahan dan penyembelihan di Rumah Potong Ayam (RPA)
dan bagaimana tinjauan tentang Jaminan Produk Halal dalam
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Dalam penelitian ini

6 Rosmianti, ‘Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam (RPA)
Di Bontang Utara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal’ (UIN Sultan Aji Muhammad
Idris Samarinda, 2023).



dijelaskan, tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang jaminan halal produk olahan ayam di Rumah Potong
Ayam Pak Mono dan Pak Wartono Kecamatan Kajen, hanya
Usaha pemotongan Ayam Wartono yang sesuai dengan aturan
atau syariat Islam. karena telah mencukupi kaidah
penyembelihan. Namun supaya dapat mengajukan sertifikasi
halal atas instansi terkait, dan memperoleh sertifikasi jaminan
kehalalan produk daging Ayam sesuai Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2014, ada sebagian persyaratan yang mesti dipenuhi,
antara lain rumah poyong ayam, tempat, dan lokasi. peralatan,
seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal.” Aspek-aspek berkaitan
yang tercantum dalam penelitian ini diantaranya kesamaan
menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
dan objek penelitiannya adalah Rumah Potong Ayam (RPA).

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Yulfi Kusuma
berbentuk Jurnal pada Universitas Gadjah Mada tahun 2023
yang berjudul Analisis Risiko dan Rekayasa Sistem Pada
Pemotongan Ayam Berdasarkan Prinsip Halal Supply Chain
(Studi Kasus: Rumah Pemotongan Ayam XYZ). Pada penelitian
ini penulis meneliti tentang seberapa besar tingkat resiko
rekayasa proses pemotongan dan produksi ayam siap dijual di
wilayah Jogjakarta. Hasil penelitian menunjukkan Risk Agent
(sumber risiko) paling tinggi terdapat pada tingkat disiplin
pekerja yang buruk menghasilkan proporsi 23.58% dan
Aggregate Risk Priority (ARP) senilai 189.2

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Yanti Rosalina
Naitboho, Anton, dan Sumarninong Jubair berbentuk jurnal
pada Universitas Muhammadiyah Kupang tahun 2021. Dalam
jurnal ini dijelaskan bahwa Rumah Potong Hewan oeba belum

7 Lutfi Muttaqo, ‘Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah
Potong Ayam (RPA) Desa Kajen Kabupaten Pekalongan (Tinjauan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)’ (IAIN Pekalongan, 2021).

8 Yulfi Kusuma, ‘Analisis Risiko dan Rekayasa Sistem Pada Pemotongan
Ayam Berdasarkan Prinsip Halal Supply Chain (Studi Kasus: Rumah Pemotongan
Ayam XYZ)’ (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2023).
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sepenuhnya menerapkan syari’at Islam hal ini dikarenakan alat
yang di gunakan oleh pekerja di bawa masing-masing dari
rumah, sementara para pekerja di RPH Oeba tidak semua
beragama Islam.’

Penelitian serupa ditulis oleh Nur Kholis berbentuk Jurnal
pada tahun 2022. Dimana penelitian tersebut bertitik pada
subsistem pemprosesan pasokan ayam melalui pemetaan bisnis
serta Rumah Potong Ayam (RPA)/(TPA) yang merupakan titik
penting dalam sertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini, penulis
menyimpulkan bahwa Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, serta
DIY Yogyakarta merupakan empat lokasi TPA dan RPA yang
berhasil menyelesaikan proses sertifikasi halal baik bagi
penjagal maupun barang produksinya. Namun perlu adanya
pelatihan lebih lanjut karena masih kedapatan lokasi
pemotongan yang belum memiliki izin, beberapa masyarakat
tentunya belum mengetahui apa itu sertifikasi halal, dan masih
terdapat sebagian petugas pemotongan hewan dan sumber daya
manusia di TPA serta RPA yang kurang memahami teknis.*°

Dari kelima penelitian terdahulu terdapat perbedaan titik
fokus dengan penelitian penulis. Yang pertama penelitian dari
skripsi Rosmianti UIN Sultan Muhammad Idris Samarinda
Perbedaan fokus masalah dari penelitian ini dengan penulis
adalah penulis berfokus pada orang yang menyembelih, apakah
orang ini cukup berkompeten memenuhi peraturan Undang-
undang No 33 tahun 2014 atau tidak. Kemudian peneliti yang
kedua penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lutfi Muttaqo
IAIN Pekalongan Perbedaan fokus penelitian ini dengan penulis
yaitu penulis berfokus pada seberapa tingkat kesadaran hukum
tukang juru potong ayam Rumah Potong Ayam (RPA) yang ada
di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya penelitian ketiga oleh

¥ Yanti Rosalina Naitboho, Anton, and Sumarninong Jubair, ‘Pelaksanaan
Penyembelihan Hewan (Studi Di Rimah Potong Ayam Oeba Kupang)’, Jurnal Iimu
Pendidikan Dan Sosial, 4.1 (2021).

10 Nur Kholis and DKK, ‘Kesiapan Sertifikasi Halal Pada Tempat Dan
Rumah Pemotongan Ayam’, Health Sciences Journal, 13.2 (2022).



Yulfi Kusuma berbentuk Jurnal Universitas Gadjah Mada
Perbedaan peneliti ini dengan penulis adalah penelitian ini
mengkaji seberapa besar tingkat resiko rekayasa pemotongan
ayam di Yogyakarta, sedangkan penulis mengkajinya dengan
Undang-Undang no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal. Kemudian peneliti ke empat penelitian yang berbentuk
jurnal dari Yanti Rosalina Naitboho, Anton, dan Sumarninong
Jubair dari Universitas Muhammadiyah Kupang perbedaannya
penelitian tidak mengaitkan kajian sertifikat halal tentang
Tentang Jaminan produk kehalalan dalam Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2014. Yang terakhir Penelitian serupa ditulis
oleh Nur Kholis berbentuk Jurnal pada tahun 2022 perbedaan
penelitian ini yaitu Nur kholis DKK meneliti TPA dan RPA di
lingkup yang sangat luas (4 provinsi) sedangkan penulis hanya
meneliti di lingkup kabupaten saja.

Berdasarkan ke lima penelitian terdahulu di atas, novelty
atau pembaharuan dari penelitian yang ada pada penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis adalah pada poin kesadaran hukum
juru sembelih terhadap kewajiban sertifikasi halal. Di mana hal
tersebut belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya,
jadi penulis merasa hal tersebut akan menjadi poin penting
mengenai kebaharuan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori
1. Kesadaran Hukum

Definisi menurut peneliti Soerjono Soekanto, kesadaran
hukum berkaitan dengan nilai-nilai kemasyarakatan
mengenai peraturan yang ada atau yang seharusnya ada.
Pada dasarnya, penekanannya adalah pada kualitas yang
berkaitan dengan kemampuan regulasi dibandingkan pada
evaluasi yang dapat diandalkan atas kejadian-kejadian
penting yang benar-benar dikhawatirkan oleh masyarakat
umum.**

11 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Raja Grafindo
Persada, 2002).



Profesor Soerjono Soekanto menjelaskan secara
bergantian (tahap demi tahap) 4 tanda kesadaran hukum,
antara lain:

a. Mengetahui tentang hukum, mengacu pada mengetahui
aturan-aturan  bahwa  undang-undang tertulis
menetapkan perilaku yang mengatur, lebih tepatnya, apa
yang tidak di izinkandan apa yang diizinkan.

b. Pemahaman hukum, sejauh mana pengetahuan
seseorang tentang tujuan, hakikat, dan manfaat
peraturan tertulis

c. Sikap terhadap hukum Pemahaman tentang manfaat
hukum bagi kehidupan manusia menentukan preferensi
untuk menerima atau menolak hukum. Dalam hal ini ada
rasa syukur kepada aturan hukum.

d. Perilaku hukum, ditentukan oleh keberadaan aturan
hukum dalam masyarakat, penerapannya, tingkat
penegakannya, dan sejauh mana masyarakat
mematuhinya. *2

2. Kewajiban Sertifikasi Halal

Dalam fatwanya, Majelis Ulama Indonesia menyatakan
bahwa barang sejenis yang memiliki sertifikat halal adalah
sesuai dengan hukum Islam. Untuk memakai nama halal
dalam kemasan produk, sertifikasi halal harus diperoleh izin
dari lembaga pemerintah yang ditunjuk. Pengertian
sertifikasi halal juga tertuang dalam Undang-Undang No 33
Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10, bahwa: “Sertifikat halal adalah
suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai
pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”.3

Dengan itu, maksud dari sertifikasi kehalalan adalah
suatu prosedur yang mencakup pengumpulan bahan baku,

12 Soerjono Soekanto, Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum (Rajawali Pers, 1982).
13 Pemerintah Republik Indonesia, UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jamninan Produk
Halal.
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pembuatan, dan pengaturan jaminan kehalalan disesuaikan

dengan persyaratan LPPOM MUI untuk memperoleh

sertifikat halal. Produk halal diwajibkan memiliki sertifikasi
tertulis atau cetak yang dianggap sah dan disebut dengan

“Sertifikat Halal”, yang disahkan oleh MUI berlandaskan

fatwa yang dikeluarkan.

Setelah memperoleh sertifkat halal, Produsen akan
menerima label halal, yang akan digunakan untuk
menunjukkan bahwa produk mereka halal. Pembahasan
tentang jaminan produk halal Pasal 1 ayat 11 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 berbunyi: “Label halal
merupakan tanda bahwa produk tersebut halal”.**

Suatu perusahaan harus mematuhi aturan untuk
memperoleh serta mendapatkan sertifikat kehalalan. Terkait
penerbitan sertifikat halal bagi rumah potong ayam atau
hewan, ada persyaratannya di LPPOM sebagai berikut:

a. Harus mempekerjakan juru sembelih Muslim yang telah
menerima pelatihan tentang metode pemotongan hewan
yang benar sesuai dengan ketentuan islam.

b. Tempat pemotongan terhindar dari lokasi pemotongan
serta peternakan babi.

C. Melaksanakan standar pemotongan atau penyembelihan
sesuai kaidah syariat Islam.*

F. Metode Penelitian
1. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Rumah Potong
Ayam (RPA) Kabupaten Pemalang.
2. Jenis dan Pendekatan penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah hukum
empiris atau disebut juga dengan yang mengkaji dan

14 Pemerintah Republik Indonesia, UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jamninan Produk
Halal.

15 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat
Halal (UIN-Maliki Press, 2011).
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menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat
dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan
berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari
dalam masyarakat.'® Lalu pendekatan yang digunakan ialah
kualitatif deskriptif yang artinya penelitian dengan tujuan
untuk memahami serta mengdeskripsikan fenomena yang
dialami subjek dari penelitian, yaitu seperti tingkah laku,
persepsi, tindakan, motivasi, dan lainnya, dalam lingkungan
alam tertentu secara holistik serta dengan menggunakan
berbagai metode alamiah.'’

Mengumpulkan data mengenai kesadaran hukum juru
sembelih halal yang bertempat di Rumah Potong Ayam
(RPA) kabupaten Pemalang dan akan dievaluasi dengan
berdasarkan ketentuan tentang jaminan produk halal dalam
Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2014.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu subjek dari mana
data didapatkan. Berkenaan dengan sumber data serta jenis
yang dipakai diantaranya:

a. Data primer
Sumber data primer diartikan sebagai sumber yang
diambil langsung dari sumbernya atau tempat awal data
ditemukan atau dihasilkan.’®* Data primer tersebut
dihasilkan dari hasil wawancara dan observasi secara
langsung dengan informan. Jasa penyembelihan hewan

di Rumah Potong Ayam (RPA) Kabupaten Pemalang

digunakan sebagai data primer pada penelitian ini.

Adapun penentuan metode purposive sampling dan

snowball sampling, Purposive sampling yaitu teknik

16 Balqis Az-Zahra S, ‘Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris’,
Jurnal  Ilmiah  Universitas ~ Muhammadiyah ~ Sumatera  Utara, 2024
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-
empiris/>.

7 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan
Konseling (PT. Raja Grafinda Persada, 2012).
18 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada, 2008).
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menentukan sampel dengan ciri atau kriteria. Sedangkan
snowball sampling metode pengambilan sampel secara
berantai yaitu dari penentuan sampel awal.’® kemudian
sampel tersebut merekomendasikan informan lain yang
memenuhi  kriteria yang memungkinkan untuk
mendapat data secara efisien. Kriteria Jasa
penyembelihan ayam sebagai berikut:
Tabel 1.1 Kriteria informan

No. Kriteria juru sembelih ayam

1. | Beragama Islam

2. | Berada di Kabupaten Pemalang

3. Usaha sudah berdiri selama 2 tahun lebih

4. | Juru sembelih ayam

Sumber: Data wawancara Muhammad Bintara Jaya, 2025
b. Data sekunder
Data sekunder didefinisikan informasi dari undang —
undang atau buku, dokumen tertulis, dan buku yang
menjelaskan tentang tingkat pemahaman hukum serta
keharusan sertifikat kehalalan, kemudian artikel-artikel
dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode ini diartikan sebagai pilihan cara atau strategi
untuk mendapatkan data, serta kevalidan data, sehingga
penulis ini memilih memanfaatkan teknik berikut ini:
a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan.
Kaitanya akan ini penulis melakukan wawancara kepada
para juru sembelih halal di rumah potong ayam
Kabupaten Pemalang.

19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Alfabeta, 2009).
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b. Observasi
Observasi adalah memperhatikan atau melihat
secara akurat aktivitas yang dilakukan ditempat rumah
potong ayam yang akan diteliti.*® Digunakan untuk
mengamati keadaan dalam pelaksanaan praktik juru
sembelih halal rumah potong ayam di wilayah

Kabupaten Pemalang.

c. Dokumentasi

Data yang ditunjukkan secara tidak langsung pada
subjek  penelitian  dalam  dokumen  disebut
dokumentasi.?® Dalam penelitian ini, dokumen yang
digunakan yaitu berupa jurnal-jurnal, karya ilmiah,
skripsi terdahulu, serta buku yang berkaitan dengan
pembahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah runtutan kategorisasi data pola dan
uraian dasar, sehingga mendapat sebuah tema yang bisa
dirumuskan menjadi sebuah hipotesa berdasarkan data.?
Dalam tahap ini data digunakan sebaik mungkin guna
mendapatkan kesimpulan fakta atau kebenaran yang bisa
penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan yang disusun
dalam sebuah penelitian,

Dalam penelitian ini akan menggunakan analisa
deskriptif, yaitu proses pendeskripsian hasil kategori dari
data yang telah dikumpulkan dengan tujuan memberikan
pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian
adalah penggambaran terhadap kondisi yang dikaji berbentu
uraian naratif. Menurut Miles dan Huberman analisis data
kualitatif memiliki tiga langkah, yaitu:

20 Imam Gunawan, “Metode penelitian Kualitatif: teori dan praktik”,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 151.
21 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (Pustaka
Setia, 2015).
22 Lexy I Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (PT Remaja Rosdakarya, 2002).
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a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis
atau tahapan dimana data yang didapatkan dilakukan
dengan sesederhana mungkin dengan membuang atau
menghilangkan informasi yang tidak perlu. Bertujuan
untuk memudahkan peneliti mengambil kesimpulan dari
studi lapangan yang telah dilakukan sebelumnya.

b. Penyajian data

Proses penyajian data merupakan suatu bentuk
penelompokan data yang disusun secara sistematis agar
mempermudah dalam memahami situasi yang ada dan
menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan
berdasarkan pemahaman yang diperoleh.”?

C. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Pengambilan kesimpulan merupakan teknik
merumuskan keterangan hasil penelitian yang diuraikan
dalam kalimat yang ringkas dan jelas agar mudah
dipahami berdasarkan hasil dari data-data sebelumnya.
Sehingga memperoleh Kesimpulan mengenai kesadaran
hukum juru sembelih terhadap kewajiban sertifikasi
halal di rumah potong ayam Kabupaten Pemalang.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih jelas memahami gambaran materi terkait
penelitian ini, maka dari itu peneliti membuat menjadi bagian-
bagian sub bab melalui sistematika pembahasan berikut ini:
Bab I Pendahuluan

Berisikan pemaparan tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian
terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika
penulisan.

3 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,

2003).
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Bab II Teori dan Konsep

Bab II berisi mengenai teori kesadaran hukum dan
kewajiban sertifikasi kehalalan dan yang berhubungan dengan
penelitian ini tentang juru sembelih hewan di Rumah Potong
Ayam (RPA).
Bab III Hasil Penelitian

Bab III menjelaskan pemaparan data, meliputi gambaran
umum kesadaran hukum lokasi juru sembelih hewan di Rumah
Potong Ayam (RPA) Kabupaten Pemalang.
Bab IV Pembahasan Penelitian

Bab IV memaparkan analisa beberapa data yang telah
dihasilkan dalam proses penelitian di dalam lapangan
menggunakan teori berkaitan dengan tema atau judul
pembahasan yang diteliti.
Bab V Penutup

Berisikan uraian kesimpulan terkait hasil penelitian,
saran, dan penutup.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil
simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum menunjukan bahwa para juru
sembelih di rumah potong ayam Kabupaten Pemalang sudah
cukup mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hal
itu disimpulkan dari hasil wawancara menggunakan 4 indikator
kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman
hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. pengetahuan hukum
juru sembelih Kabupaten Pemalang rata-rata mengetahui
definisi tentang sertifikasi halal dan kewajiban sertifikasi halal
walau ada yang tahu sekilas saja, namun dalam mengetahui
regulasi hanya 2 informan saja yang tahu. Kemudian mengenai
pemahaman hukum, terkait tujuan dan manfaat semua informan
paham akan hal itu namun ada 3 yang belum paham mengenai
prosedur mendapatkan sertifikat halal. Lalu mengenai sikap
hukum, semua informan menerima tentang adanya sertifikasi
halal dua diantaranya berencana mendaftar dan dua diantaranya
lagi belum berkeinginan mendaftar. Selanjutnya mengenai pola
perilaku hukum, 10 dari 14 informan sudah mempunyai
sertifikat halal.

2. Faktor-faktor yang mendasari kesadaran hukum para juru
sembelih di Rumah Potong Ayam (RPA) Kabupaten Pemalang
terhadap kewajiban sertifikasi halal dibagi menjadi 2, yaitu
faktor yang mendasari mereka mempunyai sertifikat dan yang
tidak. Terdapat 3 indikator yang mendasari mereka punya
sertifikat halal yaitu kepatuhan terhadap regulasi, himbauan dari
pemerintah, dan keamanan bagi konsumen. Lalu indikator yang
mendasari mereka belum mempunyai sertifikat halal adalah
karena kurangnya pengetahuan terkait kewajiban sertifikasi
halal, sikap dan presepsi, dan ketidakpercayaan pada manfaat
sertifikasi halal.
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B. Saran
Berdasarakan hasil penelitian yang penulis lakukan bagi juru
sembelih di beberapa Rumah Potong Ayam di Kabupaten Pemalang
ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepada juru sembelih rumah potong ayam yang sudah
mempunyai sertifikasi hendaknya tetap mematuhi terus terkait
proses penyembelihan yang benar menurut syari’at dan regulasi
yang berlaku. Lalu bagi juru sembelih yang belum mempunyai
hendaknya untuk menjaminkan produk halal pada lembaga
terkait agar produk yang dipasarkan layak dikonsumsi oleh
masyarakat. Untuk masyarakat sekitar harus lebih berhati hati
memilih dan memilah terhadap membeli produk ayam yang
beredar dipasaran, karena jika membeli produk ayam yang tata
cara penyembelihanya tidak sempurna hal tersebut dapat
menyebabkan penyakit karena ada beberapa darah dan bakteri
yang terkumpul jika penyembelihanya kurang sempurna dan
tidak Halal.

2. Faktor yang mendasari tentang kepatuhan terhadap regulasi,
himbauan pemerintah, dan melindung konsumen supaya bisa
dikembangkan lagi terlebih himbauan dari pemerintah supaya
lebih merata sampai kepelosok kecamatan maupun desa. Lalu
faktor yang mendasari tentang juru sembelih belum mempunyai
sertifikat halal hendaknya supaya lebih improve terhadap
alasan-alasan maupun kehendak yang mereka rasakan karena
proses dan produk yang mereka hasilkan adalah makanan yang
para masyarakat muslim konsumsi setiap harinya, artinya harus
halal dari proses awal hingga akhir.
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